OSS RBA
PKKPR & KKKPR

PERSEROAN TERBATAS PERSEKUTUAN KOMANDITER

YAYASAN




PERATURAN TERKAIT KKPR

AN

UUCK
PP 21 Tahun 2021
Permen ATRBPN 13 Tahun 2021

Menurut Pasal 1 Angka 21 Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang (Permen ATRBPN 1372021); PKKPR
adalah dokumen yang menyatakan/kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain
RDTR.
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4 DEFINISI

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perenchnaan
tata ruang. (Pasal 1 ay 5 PP 21/2021)

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana
secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi
dengan peraturan zonasi Kabupaten/kota. (Pasal 1 ay 6 PP 21/2021)

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR. (Pasal 1 ay 17 PP 21/2021)

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) adalah dokumen
yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan-Pemanfaatan Ruang dengan
RDTR. (Pasal 1 ay 18 PP 21/2021)

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruahg (PKKPR)\adalah dokumen
yang menyatakan kesesuaian antara rencena kegiatan-Pemanfaatan Ruang dengan
RTR selain RDTR. (Pasal 1 ay 19 PP 21/2021)

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatdyw R
menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Peme ata
pada kebijakan nasional yang bersifat'strate /'- 7. of:

dengan mempertimbangkan asas dan t

)




/y
on

persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh seluruh
pelaku usaha.

Namun untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
diberikan kemudahan dengan hanya perlu menyampaikan
pernyataan mandiri, yang sudah tersedia dalam OSS
berbasis risiko, bahwa lokasi usaha telah sesuai dengan
tata ruang dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan
yang berlaku jika di kemudian hari ditemukan
ketidaksesuaian.

Bagi pelaku usaha yang sudah memiliki izin lokasi dan
masih berlaku sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, maka
izin lokasi tersebut tersebut masih dapat digunakan.




3
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (PKKPR) tanpa penilaian tidak dikenakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Yang
dikenakan PNBP hanyalah PKKPR dengan tahapan

penilian atau verifikasi.

Jika permohonan PKKPR dinyatakan lengkap dan
dokumen telah sesuai, pelaku usaha akan menerima
pemberitahuan Surat Perintah Setor (SPS).
Pembayaran PNBP selambat-lambatnya dilakukan 3
hari sejak SPS diterima. Apabila kode billing telah
kedaluwarsa, pelaku usaha dapat mengajukan
perrﬁnintaan ulang kode billing melalui dasbor pelaku
usaha.

5




on

Penghitungan waktu pemrosesan PKKPR dimulai
setelah pembayaran PNBP. Jangka waktu paling
lama untuk pemrosesan PKKPR adalah

, termasuk juga
penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek)
pertanahan.

Permohonan PKKPR di sistem OSS akan langsung
diteruskan ke Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tata
ruang, kantor pertanahan, dan/atau Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) sesuai dengan kewenangannya.
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KEWENANGAN PENERBITAN PKKPR TERBAGI
MENJADI TIGA, YAITU:

1. PEMERINTAH PUSAT
2. PEMERINTAH PROVINSI
3. PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA



UNTUK LOKASI USAHA DI

, PERMOHONAN KKPR AKAN DIPROSES
DENGAN MEKANISME KKKPR YANG TERBIT OTOMATIS ATAU
TANPA PENILAIAN. SISTEM OSS AKAN MEMVALIDASI KKPR
UNTUK RENCANA KEGIATAN USAHA BERDASARKAN RDTR
TERSEBUT. UNTUK MEMAHAMI DAERAH MANA YANG TELAH
MEMILIKI RDTR

, MAKA PERMOHONAN KKPR DIPROSES
MELALUI PKKPR TANPA PENILAIAN, SEHINGGA TERBIT
SECARA OTOMATIS. PADA SAAT MENGAJUKAN PERMOHONAN
PELAKU USAHA AKAN DIMINTA UNTUK MEMBERI
PERNYATAAN BAHWA LOKASI BENAR BERADA DI DALAM
KAWASAN INDUSTRI.

HTTPS://0S8SS.GO.ID/INFORMASI/LOKASI-USAHA?TAB=RTR&PAGE=1



)

SISTEM OSS AKAN LANGSUNG MENERUSKAN
PERMOHONAN PKKPR KE KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN. YANG TERMASUK KE DALAM LOKASI
USAHA DI LAUT MELIPUTI PERAIRAN PESISIR,
WILAYAH PERAIRAN, DAN WILAYAH YURISDIKSI
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN
PEMERINTAH MENGENAI PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG.

JANGKA WAKTU PEMROSESAN PKKPR LAUT ADALAH
20 HARI, YANG TERBAGI MENJADI 14 HARI
PEMERIKSAAN SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA SPS
UNTUK PEMBAYARAN PNBP DAN 6 HARI SETELAH
PEMBAYARAN PNBP SAMPAI DENGAN
DITERBITKANNYA PKKPR LAUT.



PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN,
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, ATAU
PELEPASAN KAWASAN HUTAN.

UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN,
PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI SISTEM OSS AKAN
DIPROSES DENGAN MEKANISME PENERBITAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO. SEMENTARA
UNTUK KEGIATAN PENGGUNAAN DAN PELEPASAN
KAWASAN HUTAN, AKAN DIPROSES DENGAN
MEKANISME PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN
HUTAN DAN PERSETUJUAN PELEPASAN KAWASAN
HUTAN.



TAHAPAN
MEMPEROLEH PKKPR

Pendaftaran melalui sistem OSS dengan menyertakan dokumen
usulan kegiatan yang paling sedikit dilengkapi dengan (Pasal 11
ayat (1) Permen ATRBPN 13/2021):

>

YVVVY

Dokumen Koordinat lokasi (Pasal 11 ayat (4) Permen ATRBPN
13/2021 yang dimaksud dengan dokumen koordinat lokasi adalah
poligon yang memberikan informasi luasan dan bentuk lahan
atau nomor identifikasi bidang untuk tanah yang telah
bersertifikat; titik; dan/atau garis.

Dokumen Kebutuhan luas lahan kegiatan

Dokumen Pemanfaatan Ruang Informasi penguasaan tanah;
Dokumen Informasi jenis usaha;

Dokumen Rencana Teknis Bangunan/ rencana induk Kawasan
Dokumen Rencana Penggunaan Air Baku (Ps 11 Ay 3 Permen
ATRBPN 13/2021 -




TAHAPAN
MEMPEROLEH PKKPR

Penilaian ini dilakukan Menteri melalui Direktur
Jenderal Tata Ruang melalui kajian dengan
menggunakan asas berjenjang dan komplementer.
Dapat melibatkan Forum Penataan Ruang dalam
melakukan kajian tersebut (Pasal 13 ayat (3) dan (4)
Permen ATRBPN 13/2021).




Pembentukan Forum Penataan Ruang untuk Mendukung
Inklusivitas Masyarakat

Peran Forum Penataan Ruang dalam
Pemanfaatan Ruang dan Perbaikan Kualitas RTR

o Perubahan RDTR Dimungkinkan Lebih dari 1

Kali dalam 5 Tahun

Pasal 93 PP No. 21/2021:

(3) Peninjauan kembali peraturan kepala daerah
kabupaten/kota tentang RDTR akibat adanya
perubahan kebijakan nasional yang bersifat
strategis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d dapat direkomendasikan oleh
Forum Penataan Ruang berdasarkan kriteria
yang ditetapkan oleh Menteri.

° Memberikan Pertimbangan untuk Persetujuan

KKPR

Pasal 113 PP No. 21/2021:

(3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan dengan pertimbangan Forum Penataan
Ruang.

Pasal 129 PP No. 21/2021:

(3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan
pertimbangan Forum Penataan Ruang.

Keanggotaan Forum Penataan Ruang

Pasal 238 PP No. 21/2021:

(1) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) di pusat terdiri
atas perwakilan dari K/L terkait Penataan Ruang,
asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh
Masyarakat.

Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) di daerah
terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi,
asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
Keanggotaan forum di pusat dan daerah yang
terdiri atas asosiasi profesi, asosiasi akademisi,
dan tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
Menteri.

Ketentuan Peralihan Terkait Forum
Pasal 246 ayat (1) huruf g.

TKPRD yang dibentuk oleh
Gubernur/Bupati/Wali Kota tetap melaksanakan
tugas, fungsi dan wewenang sampai
kenanggotaan Forum Penataan Ruang di
daerah dibentuk




Menurut Pasal 14 Permen ATRBPN 13/2021, penerbitan
PKKPR dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal
Tata Ruang dengan memperhatikan hasil kajian dan
pertimbangan teknis pertanahan oleh kantor pertanahan.

Penerbitan PKKPR dapat diberikan dengan pertimbangan
Forum Penataan Ruang. Menteri melalui Direktur Jenderal
Tata Ruang menerbitkan PKKPR berupa keputusan:

v Disetujui (disetujui seluruhnya atau disetujui sebagian);
v Ditolak dengan disertai alasan penolakan.

Penerbitan PKKPR ini membutuhkan waktu paling lama 20 hari sejak
persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap dan
pembayaran penerimaan negara bukan pajak diterima (Pasal 15 ayat
(2) Permen ATRBPN 13/2021). PKKR berlaku selama 3 tahun sejak
diterbitkannya (Pasal 15 ayat (3) Permen ATRBPN 13/2021)




Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerbitan KKPR akan dibebankan penerimaan negara bukan pajak atau
PNBP (Pasal 241 ayat (1) PP 21/2021).

PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan sebab
memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau
pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, yang mana
pungutan tersebut menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar
penerimaan perpajakan dan hibah (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 143/PMK.02/2021.

Tarif pelayanan penerbitan KKKPR = Indeks Jenis Usaha x
[Rp600.000,00 + (Luas Lahan x Indeks Daerah x Rpl.475.000,00)]

Tarif pelayanan penerbitan PKKPR = Indeks Jenis Usaha x
[Rpl.500.000,00 + (Luas Lahan x Indeks Daerah x Rpl.350.000,00)]



KKPR dalam Perizinan Berusaha

Proses Pengisian . .
Identitas Usaha Proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Perizinan
Berusaha

SUB-SISTEM PELAYANAN P
INFORMASI (SPI) Perizinan Berusaha ' SISTEM 0SS
P e Pelaku usaha . 1. : »|  Self Declaration/ Automated Response : , !
Melihat Informasi menginput -b- ., O : L3
: (Self Assessed) rencana usaha : UMK H ATR/BPN: Wilayah Darat KKP: Wilayah Perairan/Laut :
_ : Kegiatan
Tga_;u EI.;T;::JHH O KBLI 5 digit - LR Ir ;ﬂ;}DTJ[KEPE ____________________________ ! Berusa?ha dapat
g Satupeta.KKP . risiko usaha r . : dijalankan
: © cCek Risiko Skala usaha : Pendaftaran/
 |owpe] = KBLI-Risiko REGISTRASI  ,MAK, _ : e - !
: | ki + NSPK - O Keordinat : o , Apakah RDTR o Penilaian KKPR !
: Standar © Data ldentites '."' iokasi - =- tersedia? (oton?atais sistem) !
E - - Negatw O Data Legalitas O Kebutuhan : i : 9 INTERAKTIF |
H g-;;;!lmm iﬁ?raw luas lahan N " Berlokasildi o o » : . Perizinan Berusaha
A kekhususan o Inf"orrnasu I KEK/KI yang telah Konfirmasi ..y berbasis Risiko:
: penguasaan : I KKPR =
tanah "': I memiliki HPL? (by system)
= Kegiatan bersifat { NonUMK ' _9 ; Erl;'::br:;;h:galitas
strategis nasional T : {T-_II-_I{; }I{\:SE«I Pengecekan RTR & Pertek** :
: :apn.:a:;:(ta‘r.'l:rhan Permohonan Perizinan : | RTRWK untuk Persetujuan KKPR PerSEt;' ol PinS —— r'nnnnngah
akan diberikan HPL - [rakekaN | RZKaw, |SSTARY (sementara manual . (by system) Ir:‘lnlgdfz;ertiﬁkat standar
N (Pemahan telah memiliki NIB) RZ K5 KKP v -
untuk keglatan | RZWP3K) ATR/BPN: Wilayah Darat : : (self declare) :
strategig nasional 1 KKP: Wilayah Perairan/Laut
1 = Risiko menengah
—————————————————————————————————— = r tinggi: :
Hanya untuk Pemohon Badan Usaha* L LSl b s
Rekomendasi H :}“;hlﬁ_"ggi:
&= o | Penilaian berdasarkan | KKPR =
di RTR? i B :

asas penataan ruang J melalul OSS)

UUCK: PASAL 13, 14, 15 PP NO. 21/2021: PASAL 100 - 115, PASAL 135-143

PERTEK DISAMPAIKAN PALING LAMA 10 HARI SEJAK PENDAFTARAN/PENERIMAAN PNBP




KKPR di Wilayah Darat dan Wilayah Laut

Darat (ATR) Laut (KKP)
Konfirmasi KKPR
o RDTR (maks. 1 hari*)
Berusaha
o RDTR/ kegiatan Persetujuan KKPR Persetujuan KKPR Laut
menetap di laut (maks. 20 hari*) (maks. 20 hari®)

Konfirmasi KKPR
O RDTR (maks. 1 hari**)
RDTR/ kegiatan Persetujuan KKPR Laut
Non-Berusaha @ menetap di laut (maks. 20 hari*)
Persetujuan KKPR
PSN oleh (maks. 20 hari**)

pemerintah Konfirmasi Kesesuaian
(APBEN/APBD) Ruang Laut (maks. 14 hari**)

*jangka waktu penerbitan
sejak pendaftaran atau
pembayaran PNBP

Kebijakan Nasional
yang Bersifat
Strategis

Rekomendasi KKPR Persetujuan KKPR Laut

**sejak pendaftaran (maks. 20 hari*) (maks. 20 hari*)




Skema Pemberian Persetujuan KKPR (PKKPR)

( __3 Skenario Penerbitan KKPR

(2 (3]

PT. ABC mengajukan
Persetujuan KKPR
untuk membangun
kawasan industri
seluas 200 ha

KKPR

yang
disetujui

KKPR yang
disetujui

Berdasarkan PP No.
21/2021 maka PKKPR
akan diterbitkan
berdasarkan kajian RTR
secara berjenjang dan

Tidak —@
Tidak sesuai BN Tidak
disetujui dengan disetujui
60 ha RTRW 60 ha _

* KKPR disetujui * KKPR disetujui sebagian * KKPR disetujui sebagian (115
kompelementer dan seluruhnya (200 ha) (140 hektar) jika hanya hektar) dengan menggunakan
dengan memperhatikan ( ) sesuai luas yang diajukan dengan mempertimbangkan  hasil kajian RTR secara
Pertek Pertanahan. PT. ABC Pertek Pertanahan. berjenjang dan kompelementer

| « Pada wilayah ini tidak « Pada wilayah ini tidak akan serta memperhatikan Pertek
akan diterbitkan KKPR diterbitkan KKPR untuk Pertanahan.
untuk pemohon usaha pemohon usaha lainnya * Pada wilayah ini tidak akan

P h
Ba:;(":.a(.::;ik lainnya kecuali KKPR kecuali KKPR yang

masyarakat) yang dimohonkan dimohonkan pemilik lahan
190 v pemilik lahan

diterbitkan KKPR untuk
pemohon usaha lainnya kecuali
KKPR yang dimohonkan
pemilik lahan.

( Masa berlaku KKPR yang diberikan adalah 3 tahun )

4




Skema Pemberian KKPR Setelah Habis Masa Berlaku

/ ' KKPR Baru i (Setelah KKPR PT. ABC habis dalam 3 tahun, maka: j\
|
|

« KKPR pada wilayah yang lahannya belum dikuasai oleh PT. ABC (80
ha), tidak berlaku lagi

HAT sudah
dimiliki oleh
PT. ABC

Perumahan
Bapak H
80 ha

| * Perpanjangan KKPR pada wilayah yang lahannya belum dikuasai
| oleh PT. ABC, melalui mekanisme KKPR sesuai ketentuan per-UU-an.

* KKPR baru diterbitkan seluas kepemilikan HAT PT. ABC (40 ha)
yang masa berlakunya mengikuti masa berlaku HAT terkait dan selama
pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan KKPR

gl u‘:‘}--ﬁ.,ﬂlﬁnah Sengketa
 60ha

Masa berlaku sepanjang HAT dan selama pemanfaatannya
sesuai dengan ketentuan KKPR

N— — 9




Ketentuan Pengajuan KKPR dalam Masa Transisi

Pada saat PP No. 21 Tahun 2021 berlaku, maka
wajib mengajukan KKPR bagi:
PP No. 15 PP No. 21

Pelaku usaha dengan izin pemanfaatan
Tahun 2010 Tahun 2021 ruang yang sudah habis berlakunya

B oit Pelaku usaha yang mengajukan
+ permohonan baru

Tidak wajib mengajukan KKPR bagi:
_ Pelaku usaha yang izin pemanfaatan
Izin @ ruang masih belum habis masa berlaku
Pe"‘éa“faata“ dan pemanfaatannya masih sesuai
uang dengan peruntukan.




Dinyatakan disetujui.
Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Ayat
(1) huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.

2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan
Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

UNTUK KEGIATAN BERUSAHA . . . .. .
NOMOR : 4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya
pada instansi yang berwenang.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia 5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3
menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada: (tiga) tahun scjak diterbitkan.

6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.

7. Dalam hal pemohon Persctujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah
memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

1.Nama Pelaku Usaha
2.NPWP
3. Alamat Kantor

No. Telepon . Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan
4 Etr:ful: Penanaman Modal “PMDN luas tan.ah yang diptr.olth dat} disetujui dalam Persetujuan Kcsclsuaian Kegiatan Pcmf:m.faatan Ruang. |
5.Kode Klasifikasi Baku Lapangan : Lihat Lampiran 8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang akan dibatalkan beserta perizinan berusaha yang terbit

Usaha Indonesia (KBLI) scbagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
6.Judul KBLI :Lihat Lampiran S _ _ ) o _

8. Lﬂﬁﬂ Usaha 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistern OSS menggunakan hak akses.

a. Alamat

b. Kawasan a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.

c. Desa/Kelurahan b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian

d. Kecamatan Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.

¢. Kabupaten/Kota c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah

f. Provinsi : yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

g Koordinat Geografis yang dimohon  : Lihat lampiran d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau
9. Luas tanah yang dimohon 11.936,65 M?

gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku.



Dengan mempertimbangkan:
1. Peraturan Dacrah Peraturan Dacrah Kab. Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kab. Sleman Tahun 2021-2041 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 1075/2022

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Ketentuan Lainnya:
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG . Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA dalam bampitan.
NOMOR : 15092210313404010 , P . . o . .
2. Persctujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini scbagai dokumen yang menyatakan kescsualan antara
Berdasarkan Undang-Undang MNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kera, Pemernntah Republik Indonesia rencand kcgialan Pemanfaatan Ruang dl‘.:llgﬂIl RTR sclain RDTR, dan Hbﬂgai dasar PCMrosesan Perizinan
menerbitkan Persetujuan Kesesualan Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha kepada: Berusaha sesuan ketentuan peraturan pcnmdﬂng-lmdangﬂn_

1.Nama Pelaku Usaha
2.NPWP
3. Alamat Kantor

3. Persctyjuan Kesesualan Keplatan Pemanfaatan Ruang i berlaku sclama 3 (tiga) tahun terhitung scjak
penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pemegang Persctujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Penzinan
Berusaha sesual dengan lokasi yang disetujui.

5. Persctujuan Kesesuaian Kegratan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya
pada instansi yang berwenang.

6. Pemegang Persctujuan Kescsuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Mo. Telepon
Email
4. Status Penanaman Modal
5.Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI)
6. Judul KBLI
7.5kala Usaha
8. Lokasi Usaha
a. Alamat
b. Desa/Kelurahan
. Kecamatan
d. Kabupaten/Kota
c. Provinsi :
f. Koordinat Geografis yang : Lihat lampiran

LAMPIRAN Persctujuan Kosesu
NOMOR INDUK BERUSAHA
BADAN USAIA
PERUNTUKAN

PETA PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Ruang (PKKPR) dinyatakan disctujui seluas 2. 701 m* dengan

n PKKPR dari Foru
.

dimohon
9. Luas tanah yang dimohon 12,701 M2

dinyatakan disctuju seluruhnya/disetujui scbagian dengan ketentuan :
1. Koordinat Geografis yang disetujui : Lihat lampiran

2. Luas tanah yang disetujui :2.701 M=
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan : permukiman perkotaan
Ruang o N
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan  : 46321 e —— —=—= r——————.
Usaha Indonesia (KBLI) o Sy Moociion e, 1Hgma R st SO0 Gt Bt Bt (500 535
5. Judul KBLI : Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan R SRR SR
6. Koefisien Dasar Bangunan N Batas Bidnox Rencann Lokt
maksimum
7. Koefisien Lantai Bangunan 1.8

maksimum
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ISU DAN KENDALA DILAPANGAN

1. Dinas tertentu K/L, masih meminta KKPR di skala usaha UMK
(Kemudahan UMK Ps 149 Ay 2 PP 21/2021)

2. Masih memiliki izin lokasi yang berlaku efektif tetap
dimintakan KKPR

3. Perpanjangan lzin meminta KKPR (izin masih berlaku/ izin
lokasi sudah tidak berlaku lagi)

Perluasan tempat usaha

Pembuatan peta polygon, yang lokasi usaha VO
PKKPR Kriteria 181 tidak diterima oleh Daerah

<N o~ o1 A

Inputan pelaku usaha tidak terbaca di web K/L




THANK YOU

by, jml

Disusun sbim tgl 28/02/2023

Penyusun :
D Dr. J Marthen Londong

Email ; jml.notaris@gmail.com
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